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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan BUMDES Al-
Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Metode dan teknik pengumpulan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan wawancara, 
dokumentasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan  laporan keuangan berbasis SAK 
ETAP. Hasil penelitian yang dilakukan pada BUMDES Al-Kautsar adalah terdapat beberapa 
masalah diantaranya yaitu; laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDES Al-kautsar 
tidak lengkap berdasarkan PSAK ETAP, kemudian adanya jumlah inventaris aset yang tidak 
sesuai dengan pencatatan, serta BUMDES Al-Kautsar tidak mencantumkan Pembayaran 
pajak mereka 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai provinsi yang 
terbagi atas berbagai kabupaten dan/atau kota. Setiap daerah provinsi, 
kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-
undang. Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah pusat akan sangat 
kesulitan untuk mengatur sendiri setiap daerah atau wilayah yang ada di 
Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan adanya kebijakan otonomi 
daerah agar pembangunan nasional yang diawali dengan pembangunan 
disetiap daerah dapat dijalankan dengan maksimal dan setiap daerah bisa 
memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Menurut Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepetingan masyarakat setempat sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan nasional merupakan suatu 
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, 
bangsa dan negara agar tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan 






Desa memiliki peranan penting dalam upaya tercapainya 
pembangunan nasional karena penduduk Indonesia cenderung bermukim di 
wilayah perdesaan. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem Pemerintahan 
Indonesia, sehingga proses pencapaian pembangunan nasional akan lebih 
maksimal jika dimulai dengan pembangunan daerah atau desa sesuai dengan 
potensi yang ada di daerah atau desa tersebut. Menurut Undang-Undang Desa 
(UU Nomor 6 Tahun 2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik 
pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai 
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. (Jayanti,2018:48) 
Demi dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa maka 
diperlukan suatu upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di desa yang 
ada di daerah-daerah agar tidak hanya tergantung kepada bantuan dari 
pemerintah daerahnya sendiri maka pemerintah melalui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sesuai dengan Permendagri 




bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 
melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan 
badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.  
Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan 
menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan 
pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDES 
dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan 
daerah tersebut muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2008 Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: “dalam rangka mewujudkan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan 
kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. Kemudian  UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Desa 
dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 
BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari pemerintah 




Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau 
kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik 
Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat 
persetujuan BPD. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. 
Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 
peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDES 
disampaikan oleh direktur kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum 
musyawarah desa dan disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan yang 
diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 
2010 Pasal 20 ayat 1. 
Pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi BUMDES karena di 
dalamnya terdapat informasi perihal perkembangan BUMDES mulai dari 
perkembangan omset, laporan laba rugi, dan struktur permodalan BUMDES 
(Ayu Resti 2019). Laporan keuangan yang baik akan memudahkan BUMDES 
dalam melakukan pengembangan diri menjadi lembaga usaha yang lebih besar 
lagi. Selain itu, laporan keuangan yang baik mampu mengantisipasi terjadinya 
penurunan omset atau daya jual sehingga pihak manajemen bisa segera 
melakukan langkah-langkah preventif sebelum BUMDES mengalami 




manajemen persediaan. Dari laporan tersebut dapat diketahui seberapa banyak 
persediaan barang dagang jika usaha itu menyangkut produk sehingga dapat 
merespon pasar dengan baik. Seringkali perusahaan yang merasa omsetnya 
tinggi menjadi lupa akan manajemen persediaan barang. Dampaknya, stok 
persediaan tidak memenuhi kebutuhan pasar. Ini dapat mengakibatkan 
kekecewaan pada dan pengaruh buruk pada konsumen. Kemudian omset akan 
menurun karena konsumen lebih memilih produk lain dari perusahaan lain 
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya laporan keuangan, 
masyarakat desa dan umum bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan 
menggunakan dana BUMDES sehingga dapat menghindarkan dana BUMDES 
dipergunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Laporan keuangan ini 
akhirnya menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak pengawas BUMDES untuk 
memonitor perkembangan usaha BUMDES. Berbeda dengan unit usaha milik 
swasta yang manakala terdapat kerugian atau kegagalan usaha tidak memiliki 
dampak yang terlalu luas selain membuat para investornya kehilangan 
investasi. Tetapi pada BUMDES, kegagalan sebuah usaha harus dijelaskan 
dengan detail untuk memastikan penyebab dari kegagalan itu. Jika kegagalan 
yang terjadi karena adanya tindakan penyalahgunaan wewenang maka pihak 
manajemen harus bertanggung jawab secara hukum. 
BUMDES dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. 
Standar keuangan yang berlaku umum dan cocok dalam pencatatan laporan 




SAK ETAP atau kepanjangannya adalah Standar Akuntansi Keuangan 
untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah standar keuangan yang 
dibuat dengan tujuan digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas 
tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 
1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 
financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 
adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, 
kreditur,dan lembaga pemeringkat kredit. 
  Laporan keuangan yang disajikan dalam SAK ETAP meliputi sebagai 
berikut; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang juga 
menunjukkan: (1) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (2) perubahan 
ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam 
kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas; dan catatan atas laporan 
keuangan (CALK) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan 
dan informasi (SAK ETAP ; 2009) 
  Namun dalam pengelolaan keuangan masih banyak BUMDES yang 
sudah berkembang di Indonesia yang belum menerapkan SAK ETAP dalam 
laporan keuangannya karena dari beberapa masih memiliki anggapan bahwa 
pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. 
Kenyataannya pengelolaan keuangan pada beberapa BUMDES yang sudah 
berkembang terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum 




buktikan dalam penelitian Rudini dan Nurhayati (2011) dari laporan 
keuangan pada bumdes Langkitin hanya terdiri dari Laporan Laba Rugi dan 
Neraca. Selain itu Dwi Jayanti dkk pada tahun 2018 yang meneliti mengenai 
laporan keuangan di BUMDES Surya Sejahtera di Desa Kedungturi 
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur juga Mendapati hasil 
yang serupa bahwasanya pencatatan laporan keuangan di BUMDES Surya 
Sejahtera juga belum sesuai dengan PSAK ETAP dimana mereka hanya 
membuat laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas padahal 
seharusnya dibuat dalam bentuk 5 laporan keuangan. 
  Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) saat ini 
diharuskan untuk menggunakan sistem berbasis Standar Akuntansi Keuangan 
untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) teknis laporan 
keuangan dengan menggunakan standar ETAP diterbitkan oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI), sudah sesuai konsesus dan kajian yang dianggap 
cocok bagi Desa "BUMDES harus mempunyai neraca keuangan, laba, rugi, 
arus kas, dan catatan arus keuangan yang tertera dalam SAK sebagai bahan 
laporan kepada kepala desa dan masyarakat (Dimas Triambara 2019) 
  Mengacu pada perundang-undangan serta potensi yang besar dari 
didirikannya BUMDES untuk kemaslahatan rakyat pedesaaan maka 
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah  
Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik 
Desa,yang menjadi pedoman bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan 




salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini berdiri 
pada tahun 1999 berdasarkan UU No 53 tahun 1999. Saat ini berdasarkan 
data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kuantan Singingi dari tahun 2016 sampai dengan juli 2019 telah terdapat 51 
Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di seluruh desa yang ada di 
Kabupaten Kuantan Singingi dari total 518 desa yang terdapat di kabupaten 
tersebut. Salah satu desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memiliki 
Badan Usaha Milik Desa adalah Desa Kampung Baru Sentajo yang berlokasi 
di Kecamatan Sentajo Raya. Badan Usaha Milik Desa ini didirikan pada 
tanggal 7 November 2015. Badan Usaha milik desa ini  bernama Badan 
Usaha Milik Desa“ AL-KAUTSAR” yang berasal dari bahasa Arab yang 
berati nikmat yang banyak. dan berlokasi dijalan lintas Taluk Kuantan- 
Rengat. 
  SAK ETAP sebagai standar keuangan yang tepat dalam penyajian 
laporan keuangan untuk BUMDES ternyata masih belum diterapkan dengan 
secara penuh dalam penyajian laporan keuangan BUMDES “Al-Kautsar”. 
Penyajian laporan keuangan yang saat ini telah dikelola oleh pihak BUMDES 
“Al-Kautsar” hanya disajikan dalam 2 bentuk laporan keuangan saja, 
diantaranya neraca, dan laporan laba rugi. Hal ini belum sesuai dengan 
standar yang ditetapkan dalam SAK ETAP dimana dalam SAK ETAP 
terdapat lima laporan keuangan yakni Laporan Laba Rugi, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 




oleh BUMDES Al-Kautsar maka ini menjadi kasus pertama dalam temuan 
penulis dimana seharusnya setelah membuat laporan laba rugi seharusnya 
dilanjutkan dengan membuat laporan perubahan ekuitas namun ini tidak 
dilanjutkan oleh BUMDES Al-Kautsar dengan membuat laporan Perubahan 
Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari 
wawancara penulis lakukan dengan karyawan BUMDES Al-Kautsar 
diketahui bahwasanya laporan keuangan seperti ini telah berjalan sejak lama. 
 Kedua, dilihat dari sisi pencatatan aset tetap BUMDES, penulis 
menemukan penyusutan aset tetap yang lebih besar daripada jumlah 
inventaris yang dimiliki oleh BUMDES Al-Kautsar sehingga jumlahnya 
menjadi minus (lihat akun Akm.Penyusutan aset tetap) hal ini dikarenakan 
jumlah nilai akun inventaris yang tidak bertambah dan jumlahnya tetap 
sebesar Rp. 17.100.000 dari tahun 2014-2018 padahal jumlah aset inventaris 
terus bertambah namun nilainya tidak dimasukkan kedalam neraca tetapi 
dalam daftar inventaris akun tersebut dilakukan penyusutan setiap bulannya 
dan diakumulasikan dengan penyusutan sebelumnya sehingga jumlahnya 
menjadi minus. Hal ini bisa dilihat didalam daftar inventaris bahwa pada 2014 
seharusnya berjumlah Rp.25.030.000 sehingga ada selisih sebesar 
Rp.7.930.0000. ini tidak hanya ditemukan di tahun 2014 namun juga di tahun-
tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2018. 
 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel inventarisasi aset tetap tahun 










































1 2 3 4 5 6 7=5*6 8 9=7/8 10 11=9*10 12=7-11
1 Meja Kursi 12/03/2010 K-006 1 1.700.000        1.700.000 36          0 36                0 1.700.000
2 Lemari File 17/5/2010 K-007 1 1.000.000        1.000.000 36          0 36                0 1.000.000
3 Kipas Angin 17/6/2010 K-010 1 300.000          300.000   36          0 36                0 300.000
4 Meja dan kaca 22/7/2010 K-009 1 600.000          600.000   36          0 36                0 600.000
5 Printer 23/7/2010 K-010 1 1.400.000        1.400.000 36          0 36                0 1.400.000
6 laptop 24/09/2010 K-005 1 6.200.000        6.200.000 36          0 36                0 6.200.000
7 Meja dan kaca 14/03/2011 K-002 2 485.000          970.000   36          0 36                0 970.000
8 Kursi 14/03/2011 K-002 2 665.000          1.330.000 36          0 36                0 1.330.000
9 Loud speakers 26/04/2011 1 350.000          350.000   36          0 36                0 350.000
10 Camera digital 05/07/2011 1 1.550.000        1.550.000 36          0 36                0 1.550.000
11 Gorden Kantor 03/11/2011 K-003 1 2.500.000        2.500.000 36          0 36                0 2.500.000
12 TV LCD 22  dan Parabola 24/01/2012 K-003 1 2.800.000        2.800.000 36          0 36                0 2.800.000
13 Kursi 17/02/2012 K-012 1 800.000          800.000   36          22.222 24                533.333 266.667
14 meja dan kursi 1 1.350.000        1.350.000 36          37.500 21                787.500 562.500
15 CAS LAPTOP 30/04/2013 1 100.000          100.000   36          2.778 20                55.556 44.444
16 catrij 21/08/2013 1 300.000          300.000   12          25.000 12                300.000 0
17 baterai laptap 28/08/2013 1 500.000          500.000   36          13.889 16                222.222 277.778
18 Printer 16/01/2014 1 1.000.000        1.000.000 36          27.778 11                305.556 694.444
19 kipas angin 16/01/2014 1 280.000          280.000   36          7.778 11                85.556 194.444




Ketiga, BUMDES AL-Kautsar ini tidak menghitung, 
menyetorkan dan melaporkan pajak dalam laporan laba rugi pada tahun 
2014-2018, sedangkan   menurut   PP   Nomor   23   Tahun   2018   
dan   PMK   Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Usaha Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, maka 
BUMDES dapat dikenakan pajak penghasilan  sebesar 0,5% dari  
jumlah bruto  dan  bersifat  final. Hal ini berdampak pada BUMDES 
akan dikenakan denda atas tidak melaporkan pajaknya, dan kurang 
informatifnya suatu laporan keuangan sehingga informasi yang 
disampaikan kurang andal. 
Atas dasar tiga hal inilah yang mendorong peneliti untuk 
melakukan penelitian terhadap mekanisme pelaporan keuangan pada 
salah satu bumdes yang berada di desa tempat tinggal penulis sebagai 
bentuk kepedulian penulis. kepada kemajuan dan perkembangan 
BUMDES Al-kautsar agar pelaporan keuangannya berkembang dan 
sesuai dengan standar keuangan  yang seharusnya. Dari permasalahan di 
atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis 
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa 
akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) Al-Kautsar Desa Kampung Baru 







1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang perlu 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan 
SAK ETAP terhadap laporan keuangan badan usaha milik desa 
(bumdes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo?”  
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penerapan pelaporan laporan keuangan berdasarkan 
SAK ETAP pada BUMDES Al-Kautsar Kp Baru Sentajo. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Proses penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada 
peneliti secara pribadi dan kepada semua pihak yang berkepentingan, 
serta membuka wawasan komponen kepada masyarakat, terutama 
masyarakat Kampung Baru Sentajo khususnya Pegawai bumdes supaya 
bisa memahami pelaporan keuangan yang sesuai SAK ETAP.  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai acuan 
dalam pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP bagi BUMDES 
2. Bagi BUMDES Al-Kautsar 





3. Bagi Akademisi 
Memberikan kontributisi akademisi bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk 
melaksanakan penelitian selanjutnya. 
1.5. Sistematika Penulisan 
 Penulisan pada penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri 
dari : 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini 
menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Bab ini 
berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi landasan teori yang memperkuat teori dan argumen dalam 
penelitian ini, & berbagai penelitian terdahulu. Teori yang dimaksud 
adalah  BUMDES, Proses Pembentukannya, PSAK ETAP, Pandangan 
Akuntansi dalam dunia Islam, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu 
dan disertai dengan desain penelitian sebagai penjelasan maksud dari 
penelitian ini  
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi 






BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi tentang Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan 
membahas hasil penelitian yang dilakukan serta analisis penerapan 
standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik 
(SAK ETAP) pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang telah 
dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta saran-saran 
yang berguna bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan 









2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 39 tahun 2010 tentang 
Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat 
pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa”.  
Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh 
pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan 
oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik 
desa ini juga berdasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada 
bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini 
berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan 
daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. 
Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa 
yang berpedoman pada peraturan daerah.  
Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 




“dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan 
kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  
Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, maka dengan adanya 
kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan 
baik, seperti yang telah dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa 
Kampung Baru Sentajo yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten 
Kuantan Singingi yang menjadi acuan dalam pembentukan badan usaha 
milik desa yang ada di Desa Kampung Baru Sentajo. Kemudian 
dibentuklah BUMDES Al-kautsar berdasarkan hasil musyawarah desa 
pada tahun 2015. 
2.1.2 Proses Pembentukan BUMDES 
Pada prinsipnya, pendirian BUMDES merupakan salah satu pilihan 
Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [vide Pasal 87 ayat (1) UU 
Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 
4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 
BUMDES]. Frasa “dapat mendirikan BUMDES” dalam peraturan 
perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan 
penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi. 




tentang Desa menghasilkan peta jalan (road map) pendirian BUMDES. 
Pendirian BUMDES didasarkan atas prakarsa Desa yang 
mempertimbangkan: 
a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;  
b) potensi usaha ekonomi Desa; 
c) sumber daya alam di Desa; 
d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES; dan 
e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian 
dari usaha BUMDES. 
Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan 
legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa. Di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan 
pasal (secara normatif) tentang: 
a) pendirian dan pengelolaan BUMDES ke dalam ketentuan tentang 
Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi 
lokal Desa; 
b) penetapan BUMDES ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal 
Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa; 
Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut 




setempat. Di lain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan 
bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat 
BUMDES tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan 
APB Desa yang juga mencantumkan BUMDES dalam perencanaan 
bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan 
pengembangan usaha ekonomi produktif). 
Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUMDES memerlukan 
langkah-langkah pelembagaaan BUMDES secara partisipatif. Tujuannya, 
agenda pendirian BUMDES benar-benar dengan denyut nadi usaha 
ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Pertama, sosialisasi tentang 
BUMDES. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan 
oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping 
Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang 
berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, 
Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). 
Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan 
Desa memahami tentang apa BUMDES, tujuan pendirian BUMDES, 
manfaat pendirian BUMDES dan lain sebagainya. Keseluruhan para 
Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam 
meyakinkan masyarakat bahwa BUMDES akan memberikan manfaat 
kepada Desa. Sosialisasi BUMDES dapat mengambil contoh BUMDES 




selanjutnya berlanjut dengan upaya inovatif antara lain adalah BUMDES 
di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu BUMDES yang sudah berdiri yaitu 
BUMDES Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara, pernah menjadi 
BUMDES percontohan terbaik di Indonesia. BUMDES Bangun Jaya 
berdiri sejak tahun 2005 dan waktu itu masih berstatus UED-SP dengan 
modal awal Rp.500 juta dari bantuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 
Setelah terbentuk menjadi BUMDES, saat ini aset yang dimiliki sudah 
mencapai Rp. 3,7 miliar. Pada Agustus 2008, status UED-SP berubah 
menjadi BUMDES karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Tahun 
2009 atau setahun setelah berstatus BUMDES, usaha ini menjadi 
BUMDES terbaik di Provinsi Riau dan pada bulan Februari Tahun 2010 
menjadi BUMDES terbaik di Indonesia. Hasil sosialisasi yang memuat 
pembelajaran dari BUMDES dan kondisi internal-eksternal Desa dapat 
dibantu perumusannya oleh para Pendamping. Substansi sosialisasi 
selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa 
yang mengagendakan pendirian/pembentukan BUMDES. Rekomendasi 
dari sosialisasi dapat menjadi masukan untuk: 
 Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang 
BUMDES oleh BPD dan nantinya akan menjadi Pandangan Resmi 
BPD terkait BUMDES; dan 
 Bahan Pembahasan tentang BUMDES yang disiapkan oleh 





Kedua, pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau 
yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD 
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, 
Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh 
Pemerintah Desa. 
Pendirian atau pembentukan BUMDES merupakan hal yang bersifat 
strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi 
kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUMDES secara partisipatif, 
demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak 
dan kewajiban masyarakat. 
Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah 
Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang 
BUMDES oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerja sama dengan para 
Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat 
sederhana yakni: 
a) menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui 
pengelolaan usaha/bisnis. 
b) mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar 
Desa. 
c) merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan 
rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. 
Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) 




d)  klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha 
ekonomi Desa secara kolektif,disarankan untuk merancang alternatif 
unit usaha BUMDES dengan tipe pelayanan (serving) atau bisnis 
sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting). Kedua tipe 
unit usaha BUMDES ini relatif minim laba namun minim resiko 
kerugian bagi BUMDES. 
Tabel 2.1  
Klasifikasi jenis Usaha BUMDES 
Tipe Deskripsi Contoh 
Serving BUMDES Menjalankan “Bisnis Sosial” 
yang melayani warga, yakni dapat 
melakukan pelayanan publik kepada 
masyarakat. Dengan kalimat lain, 
BUMDES ini memberikan social 
benefits kepada warga, meskipun tidak 
memperoleh economic profit yang 
besar. 
 Usaha air minum desa 
 Usaha listrik desa 
 Lumbung pangan. 
Banking BUMDES menjalankan “bisnis uang” 
yang memenuhi kebutuhan keuangan 
masyarakat desa dengan bunga yang 
lebih rendah daripada bunga uang yang 
didapatkan masyrakat desa dari para 
rentenir desa atau bank-bank 
konvensional 
 Bank desa atau lembaga 
perkreditan desa atau 
lembaga keuangan 
mikro desa 
Renting BUMDES menjalankan bisnis 
penyewaan untuk melayani kebutuhan 
masyarakat setempat dan sekaligus 
untuk memperoleh pendapatan desa. Ini 
sudah lama berjalan di banyak desa, 
terutama desa-desa di Jawa 
 Penyewaan traktor.  
 Perkakas pesta, 
 gedung pertemuan, 
 rumah toko, 
 tanah, 
 dan sebagainya 
Brokering BUMDES menjadi “lembaga 
perantara” yang menghubungkan 
komoditas pertanian dengan pasar atau 
agar para petani tidak kesulitan menjual 
produk mereka ke pasar. Atau 
BUMDES menjual jasa pelayanan 
kepada warga dan usaha-usaha 
masyarakat. 
 Jasa Pembayaran listrik 
 Desa mendirikan pasar 
untuk memasarkan 
produk - produk yang 
dihasikan masyarakat. 




berproduksi dan/atau berdagang 
barang-barang tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
maupun dipasarkan pada skala yang 
lebih luas. 
 Pabrik asap cair, 
 Hasil pertanian 
 Sarana produksi 
pertanian, dll 
Holding BUMDES sebagai “usaha bersama”, 
atau sebagai induk dari unit-unit usaha 
yang ada di desa, dimana masing-
masing unit yang berdiri sendiri ini, 
diatur dan ditata sinerginya oleh 
BUMDES agar tumbuh usaha bersama. 
 Kapal desa berskala 
besar untuk 
mengorganisir dan 
mewadahi nelayan - 
nelayan kecil. 




kerajinan, sajian wisata, 
kesenian, penginapan, 
dll 
Sumber: Anom Surya Putra  
Dari jenis-jenis BUMDES yang ada BUMDES Al-Kautsar bergerak 
di bidang Bangking yang bergerak di bidang simpan pinjam untuk 
masyarakat desa. 
e) organisasi pengelola BUMDES termasuk didalamnya susunan 
kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur 
organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan 
nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang 
Pendirian BUMDES. Adapun susunan nama pengurus BUMDES 
dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola 
BUMDES mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan 
atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUMDES 
selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan 
kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari Penasihat, 




kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang 
dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. 
f) modal usaha BUMDES. Modal awal BUMDES bersumber dari APB 
Desa. Modal BUMDES terdiri atas penyertaan modal Desa dan 
penyertaan modal masyarakat Desa. 
g) rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES. 
AD/ART dibahas dalam Musyawarah desa dan hasil naskah 
AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam 
Pasal 136 ayat (5)PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa 
BUMDES merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat(4) PP 
Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa 
agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. 
Idealnya,secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan dalam 
peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian 
BUMDES. Disisi lain, spirit PERMENDESA berupaya menguatkan 
posisi/kedudukan AD/ART secara deliberatif melalui Musyawarah 
Desa. Oleh karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi isi 
kebijakan dalam Perdes pendirian BUMDES tersebut. AD/ART 
menjadi lampiran (bagian tak terpisahkan) dari Perdes tentang 
Pendirian BUMDES. Ketika BUMDES ditetapkan pendiriannya, 





h) pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang 
dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh 
BUMDES. 
Ketiga, penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDES (Lampiran: 
AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes). Susunan nama 
pengurus yang telah dipilih dalam Musyawarah desa, dijadikan dasar 
oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa 
tentang Susunan Kepengurusan BUMDES. 
2.1.3 Laporan Keuangan  
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari segala proses yang 
berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian atas segala informasi 
transaksi keuangan kepada pihak yang bersangkutan dan membutuhkan 
laporan keuangan dengan maksud mencapai tujuan sebuah perusahaan atau 
organisasi. Dari semua proses diatas harus tetap dilandasi dengan prinsip 
sebagai berikut: a. Pengakuan Menurut Yadiati (2007:63) pengakuan 
merupakan proses pencatatan formal atau mencatat item-item tertentu atau 
dengan kata lain, mencatat jumlah rupiah suatu item yang harus 
diungkapkan ke dalam laporan keuangan. b. Pengukuran  Pengukuran 
adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan 
setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. c. 
Pengungkapan Pengungkapan merupakan suatu prinsip yang menyatakan 
bahwa praktik yang umum dilakukan dalam memutuskan informasi apa 
yang akan dilaporkan adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk 




merupakan proses menyajikan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-
rekening buku besar yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, 
yaitu neraca, laporan surplus-deficit (laporan kinerja keuangan) dan laporan 
arus kas.  
 
2.1.4 SAK ETAP 
Indonesia memiliki standar akuntansi yang berlaku umum yang 
disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK di Indonesia disusun 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan (DSAK). IAI adalah organisasi profesi yang mewadahi para 
akuntan di Indonesia dan memiliki peran dalam penyusunan SAK.  
SAK merupakan pedoman dalam peyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dengan adanya SAK 
ETAP maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan 
keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Didalam 
beberapa hal SAK–ETAP memberikan banyak kemudahan untuk 
perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan 
yang lebih kompleks.  
Sesuai dengan ruang lingkup SAK–ETAP (Standar Akuntansi 
Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dimaksudkan untuk 
digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas 
publik adalah entitas yang: 




b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 
financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna 
eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 
pengelolaan usaha, kreditur,dan lembaga pemeringkat kredit. 
SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam 
penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada 
pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri 
sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar 
menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan 
oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan 
akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun 
(www.iaiglobal.or.id). 
Laporan keuangan entitas yang disajikan berdasarkan SAK ETAP 
meliputi:  
1. Neraca 
2. Laporan Laba-Rugi 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi ringkasan 
kebikakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan 
lainnya. 
Neraca menyajikan aset,kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada 
suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. 




a) kas dan setara kas; 
b) piutang usaha dan piutang lainnya; 
c) persediaan; 
d) properti investasi; 
e) aset tetap; 
f) aset tidak berwujud; 
g) utang usaha dan utang lainnya; 
h) aset dan kewajiban pajak; 
i) kewajiban diestimasi; 
j) ekuitas. 
Entitas menyajikan  pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca 
jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap 
posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau 
urutan terhadap pos-pos yang disajikan. 
Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban 
yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. 
SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas 
kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai 
penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari 
laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan 
Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 
a) pendapatan; 
b) beban keuangan; 




d) beban pajak; 
e) laba atau rugi neto 
Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada 
laporan  laba  rugi jika penyajian  tersebut relevan untuk memahami 
kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan atau 
mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, 
baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan 
keuangan. 
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk 
suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung 
dalam ekuitas untuk periode tersebut,pengaruh perubahan kebijakan 
akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan 
(tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh 
entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik 
ekuitas selama periode tersebut. 
Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 
a) laba atau  rugi untuk periode; 
b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 
c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 
dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai 
d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat 
awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang 
berasal dari: 




ii) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 
iii) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya kepemilik ekuitas, 
yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham  
treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan 
perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan 
kehilangan pengendalian. 
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas 
dan setarakas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang 
terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan 
pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan  sangat likuid 
yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan 
untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya 
diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo 
dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan 
bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan 
pinjaman. Namun,jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, 
maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. 
Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk 
suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas 
investasi, dan aktivitas pendanaan. Catatan atas laporan keuangan berisi 
informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam  laporan 
keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif 




informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam 
laporan keuangan. 
Berikut ini perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) dengan Pernyataan Standar 






Perbedaan SAK dan SAK ETAP 





 Laporan Posisi Keuangan 
 Informasi yang disajikan 
dalam laoran posisi keuangan 
 Pembedaan aset lancar dan 
tidak lancar dan liabilitas 
jangka pendek dan jangka 
panjang 
 Aset lancar 
 Liabilitas jangka pendek 
 Informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan atau 
catatan atas laporan atas 
keuangan (Perubahan istilah 
di ED PSAK ETAP 1: Neraca 
menjadi Laporan Posisi 
Keuangan, Kewajiban 
(Liability) menjadi Liabilitas 
Sama dengan PSAK kecuali 
informasi yang disajikan dala 
neraca yang menghilangkan 
pos: 
 Aset Keuangan 
 Properti Investasi yang 
diukur pada nilai wajar 
(ED PSAK 1) 
 Aset biologik yang 
diukur pada biaya 
perolehan dan niali 
wajar (ED PSAK 1) 
 Kewajiban berbunga 
jangka panjang 






 Laporan laba Rugi 
Komprehensif 
 Informasi yang disajikan 
dalam laporan laba rugi 
komprehensif 
 Laba rugi selama periode 
 Pendapatan komprehensif lain 
selama periode 
 Informasi yang disajikan 
dalam laporan laba rugi 
komprehensif atau catatan atas 
laporan keuangan 
Tidak sama dengan PSAK 
yang menggunakan istilah 
laba rugi komprehensif, SAK 
ETAP menggunakan istilah 




 Sama dengan PSAK, kecuali 







 Catatan atas laporan keuangan 
 Struktur 
 Pengungkapan kebijakan 
akuntansi 
 Sumber estimasi 
ketidakpastian 
 Modal (ED PSAK 1) 
 Pengungkapan lain 
Sama dengan PSAK, kecuali 
pengungkapan modal. 




Arus Kas Metode langsung dan tidak 
langsung 
 Arus kas aktivitas investasi 
 Arus kas aktivitas pendanaan 
 Arus kas mata uang asing 
 Arus kas bunga dan deviden, 
pajak penghasilan, transaksi 
non-kas 
 Arus kas aktivitas 
operasi : metode tidak 
langsung 
 Arus kas mata uang 
asing, tidak diatur 
Sumber : Majalah Akuntansi Indonesia; Edisi No. 19/Tahun III/Agustus 2009 
2.1.5 Prosedur dalam  pembuatan Jurnal Koreksi 
Jurnal koreksi dibuat apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan 
dalam pencatatan yang dilakukan, baik salah angka maupun salah akun. 
Secara garis besar ada 2 jenis kesalahan: 
1) Kesalahan  pada  periode  berjalan.  Biasanya  kesalahan  ini  
berupa kesalahan dalam pengklasifikasian akun dan/atau salah 
jumlah. 
2) Kesalahan pada periode yang berbeda. Dimana kesalahan ini 
terbawa ke periode selanjutya sehingga berengaruh kepada 
laporan keuangan yang sudah disusun. 
Untuk membuat jurnal koreksi ada 3 langkah sebagai berikut: 
1) Membuat Jurnal Penghapusan 
 
Membuat jurnal penghapuan terlebih dahulu sehingga akun yang sudah 
disajikan sebelumnya terhapus dengan cara membalikkan posisi akun 
dan saldonya. 
2) Membuat Jurnal Sebenernya 
Langkah kedua ini dilakukan dengan cara membuat jurnal yang benar 




3) Membuat Jurnal Koreksi 
Jurnal koreksi dibuat berdasarkan penggabungan dari tahap pertama, 
jurnal  penghapusan  dan  tahap  kedua,  jurnal  yang  sebenarnya.  Jadi 
untuk membuat jurnal koreksi ini, langkah pertama dan langkah keuda 
ditandingkan sehingga menghasilkan jurnal koreksi. 
2.1.6 Pandangan Akuntansi Dalam Islam 
Akuntansi (accounting) sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan 
istilah al-muhasābah. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam 
masalah muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah 
pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia. 
Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa 
menyewa dan sebagainya. Dalam al-Qur’an telah menjelaskan mengenai 
konsep dasar akuntansi, jauh sebelum Lucas Pacioli yang dikenal sebagai 
Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi double-entry 
bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1949. Hal 
ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282, yang secara 
garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada 
pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tujuan perintah dalam ayat 
tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang 





                                  
                                     
                                      
                                 
                            
                                 
                              
                                   
                                      
          
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak  secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 




ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. 
Dalam surat al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan 
penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama 
melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan 
sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh 
seseorang. Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) 
memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan 
dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan saksi 
(untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan 
pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk 
itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua 
aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: 
faktur, nota, bon kuitansi atau akta notaris untuk menghindari perselisihan 




komprehensif akan memantapkan manajemen karena semua transaksi 
dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran. 
Menariknya lagi, penempatan ayat tersebut sangat relevan dengan sifat 
akuntansi, karena ditempatkan pada surat al-Baqarah yang berarti sapi 
betina yang sebenarnya merupakan lambang komoditas ekonomi (Budi 
2015:10). 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Dalam Penelitian ini saya mengambil beberapa penelitian terdahulu 
yang meneliti tentang penerapan PSAK ETAP pada beberapa BUMDES 
dan UMKM dimana secara keseluruhan perbedaan penelitian yang 
peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada objek 
penelitian yang peneliti dimana lokasi BUMDES ataupun UMKM nya 
berbeda kemudian tentunya perbedaan lainnya yaitu terkait permasalahan 
yang ada di BUMDES tersebut dalam penerapan SAK ETAP yang 
berbeda-beda. Berikut ini peneliti paparkan penelitian terdahulu yang 
menjadi acuan peneliti dalam membuat penelitian ini. 
Tabel 2.3 
Penelitian Terdahulu 
No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 




Dengan SAK ETAP 




pada UMKM di Kota 
Tegal belum sesuai 
dengan SAK ETAP 
 Lokasi penelitian 
Terdahulu adalah 
UMKM yang terdapat 
di Kota Tegal 
2 Mega Intan Octaviani 
(2017) 
“Analisis Penerapan SAK 
Belum ada penetapan 
pasti untuk standar 
yang harus digunakan 






ETAP Pada Badan Usaha 
Milik Desa  (Studi pada 
Badan Usaha Milik Desa 




3 Annisa Rahmawati 
(2019) 
“Pembukuan laporan 
keuangan pada badan 
Usaha milik desa 





belum sesuai SAK 
ETAP 
 Lokasi Penelitian 
BUMDES Harmony 
Desa Payaman 
4 Rudini, Nurhayati 
Afriyanto (2015) 
“Analisis penerapan 
SAK ETAP pada badan 
usaha milik desa 








belum sesuai dengan 
pedoman SAK ETAP 
yang berlaku. 
 Lokasi Penelitian 
BUMDES Desa  
Langkitin 
5 Dwi Jayanti, Masyhad, 
Nurul Qomari (2018) 
“Analisis Penerapan 
SAK ETAP Pada Badan 
Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) “Surya 






mengacu pada SAK 








proses akuntansi yang 
memadai. 
 Lokasi Penelitian 
BUMDES Surya 




6 Nurita Budi Pratiwi & 
Rustam Hanafi (2016) 
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ETAP pada UMKM 
 Penelitian bersifat 
Empiris sedangkan 
penulis menggunakan 
studi kasus  
7 Rina Puji Hastuti, 
Anita Wijayanti, 
S.E.MM. Akt, dan Yuli 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
jenjang pendidikan 












SAK ETAP (studi 



































proses akuntansi yang 
memadai. 






9 Marddyanto Dwi 
Saputra, Jullie J. 
Sondakh, Treesje 





keuangan entitas tanpa 
akuntabilitas 
Publik pada PT. 
Fortuna inti alam” 








 Lokasi Penelitian 
pada PT. Fortuna Inti 
Alam 






(SAK ETAP) pada 
UMKM Pengrajin 




batik di Kampoeng 
Batik Laweyan 
Surakarta ada yang 
sudah menerapkan 





19 UMKM pengrajin 










batik, hanya enam 
UMKM pengrajin batik 
yang membuat laporan 
keuangan, 
Sumber : Olahan Penulis 
2.3 Desain Penelitian 
Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (SAK ETAP) mengatur pembuatan laporan untuk entitas tanpa 
akuntanbilitas publik, dimana penggunanya entitas tanpa akuntabilitas 
publik dianataranya yakni BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) disini 
bumdes yang dieliti adalah BUMDES Al-Kautsar. Penelitian ini 
dilakukan  dengan melakukan pengamatan dan wawancara terlebih 
dahulu dengan pihak perusahaan serta dokumentasi untuk memperoleh 
dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa 
laporan keuangan. Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan 
maka proses selanjutnya adalah membandingkan laporan keuangan 
BUMDES dengan laporan keuangan berdasarkan PSAK ETAP kemudian 
dilakukan analisis. Analisis ini dilakukan dengan melihat jumlah laporan 
keuangan yang dikerjakan dan disajikan dalam laporan keuangan apakah 
sudah sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP kemudian dilanjutkan 
wawancara dan observasi pada lingkungan tempat perusahaan dan 
ditambah dengan Studi literatur sebagai bahan informasi tambahan 
terkait penyajian laporan keuangan SAK ETAP. Kemudian dilanjutkan 

















































3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu 
menganalisis data yang ada dilapangan  dan menggunakan teori yang ada 
sebagai pendukung hingga hasilnya akan memunculkan sebuah keimpulan 
berupa teori. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 
yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 
sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 
secara purposive dan Snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi 
(Sugiyono:2014:14). 
3.2 Lokasi & Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa “AL-
KAUTSAR” Kampung Baru Sentajo yang berlokasi di Jalan Lintas 





Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 28 Oktober 2019 s/d 13 
Oktober 2020. 
3.3 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:  
 
a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 
bentuk   angka   (non-numerik).   Data   kualitatif   diperoleh   melalui 
berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis 
dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Data kualitatif yang 
dibutuhkan berupa profil BUMDES dan uraian singkat mengenai 
siklus akuntansi  di BUMDES Al-Kautsar Desa Kampung Baru 
Sentajo 
b. Data  kuantitatif  adalah  data  yang  berbentuk  angka  atau  bilangan 
(numerik). Data kuantitatif berupa laporan keuangan satu tahun 
(Neraca,  Laporan  Laba  Rugi,  Laporan  Perubahan  Modal,  
Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) dari 2014-
2018. 
3.4 Sumber Data 
Untuk memperoleh data yang obyektif dan valid, data yang 
dikumpulkan adalah berupa data kualitatif yang terdiri dari sejumlah data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
  Data primer merupakan sumber data penelitian  yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli/tidak media perantara (Mudjia, 2017:14). Data 




hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan 
hasil pengujian. 
  Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat 
mengumpulkan data sesuai dengan yang di inginkan, karena data yang 
tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi. Kemudian, 
data yang diperoleh lebih akurat, tetap memerlukan waktu, tenaga, dan 
biaya yang lebih besar dibanding jika peneliti menggunakan data 
sekunder. Dalam penelitian ini saya mewawancarai langsung karyawan 
BUMDES Al-Kautsar  
b. Data Sekunder 
 Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:127) data sekunder adalah data yang 
telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder berupa, sejarah berdirinya 
BUMDES Al-kautsar, data  laporan keuangan serta bukti-bukti pendukung 
lainnya yang diperoleh dari direktur BUMDES dan bendahara/bagian 
keuangan BUMDES 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 
bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data 
(Ronny, 2009 : 186). Sedangkan menurut Burges (2015) wawancara dapat 
diartikan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara yang 




pewawancara dan mereka yang diwawancarai berbicara dengan santai dan 
pertanyaan bisa muncul ketika sedang dalam pembicaraan. Tidak ada daftar 
pertanyan yang harus diikuti dengan ketat. 
Pada penelitian ini pihak yang saya wawancarai berkaitan dengan proses 
penelitian adalah staff keuangan yang membuat laporan keuangan tersebut. 
b. Observasi 
 Observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data primer 
(Ronny, 2009 : 184). Observasi adalah kegiatan dimana peneliti 
melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara 
sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, 
hubungan, tindakan, kejadian, dsb (Mason 2016, 60). Jika dikaitkan 
dengan sumber data, maka observasi ditujukan untuk memperoleh data 
tentang sebuah aktivitas yang tengah berlangsung. Disini peneliti sambil 
mengamati, juga berpartisipasi pada aktifitas mereka yang diamati dan 
mereka juga mengetahui kalau sedang diamati. 
Ada dua metode dalam melakukan observasi yakni non-participant 
obsevation dan participant observation (Sujoko 2012 : 32). Pada metode 
non-participant observation maka peneliti bertindak sebagai pengamat 
murni, sebagai pengamat murni berarti peneliti tidak terlibat sama sekali 
dengan aktivitas yang tengah berlangsung. Pada metode yang kedua, 
keterlibatan peneliti dapat bervariasi mulai dari keterlibatan pasif 
(minimal), menengah, aktif, dan penuh (Spradley 2016). Pada keterlibatan 




berinteraksi dengan pelaku lain secara intensif. Pada keterlibatan 
menengah, peneliti berusaha memelihara keseimbangan antara 
keterlibatannya sebagai insider dan outsider, dan antara berpartisipasi 
dengan melakukan observasi. Pada keterlibatan aktif, peneliti juga 
melakukan apa yang dilakukan pelaku lainnya, bukan hanya untuk dapat 
diterima sebagai bagian dari lingkungan tersebut, namun juga untuk 
menghayati “budaya” lingkungannya sebagai prilakunya sendiri. Pada 
keterlibatan penuh,, peneliti mempelajari suatu fenomena dimana ia sudah 
menjadi pelaku sehari-hari sebelumnya. 
Untuk penelitian ini maka peneliti sebagai participant observation 
keterlibatan pasif karena peneliti berada di BUMDES Al-kautsar sebagai 
objek penelitian namun tidak terlalu banyak berinteraksi dengan karyawan 
dan pimpinan BUMDES dimana peneliti mengamati laporan keuangan 
yang telah dibuat oleh BUMDES dan meminta informai yang diperlukan 
dalam penelitan. 
c. Studi Literatur 
Keberadaan kajian literatur dalam suatu laporan penelitian seperti skripsi 
dapat menghindarkan terjadinya duplikasi suatu penelitian (Danang, 
2013:12). Setiap penelitian memerlukan pendekatan teori dan literature 
yang cocok. 
Sumber yang harus dipelajari untuk suatu penelitian tentu banyak. Disini 
peneliti sebelum atau ketika melaksanakan penelitian, apabila menemukan 




mengumpulkan sumber referensi tersebut baik yang berasal dari jurnal-
jurnal, buku referensi, ataupun peraturan-peraturan terkait dengan 
BUMDES. 
3.6 Metode Analisis Data 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 
pola,   menemukan   apa   yang   penting   dan   apa   yang   dipelajari   dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 
2012:248). Miles dan Huberman dalam Moleong (2012: 367) menyatakan 
bahwa terdapat tiga teknik analisis data kualitatif  yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
a. Reduksi Data 
 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal  – hal yang penting, dicari tema dan polanya 
dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan untuk 
mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila 
diperlukan. 
b. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan 
dalam   bentuk   uraian   singkat,   bagan,   hubungan   antar   kategori, 
flowchart, dan lain – lain. Penyajian data yang paling sering dilakukan 





c. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi 
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan itu mula – mula belum jelas 
dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap 
kesimpulan yang tepat, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan 























KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan 
keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Al-Kautsar Desa 
Kampung Baru Sentajo belum menerapkan PSAK ETAP. Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo tidak membuat 
laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK ETAP, adapun laporan keuangan 
tersebut adalah: 
1. Laporan Laba Rugi 
2. Laporan Perubahan Ekuitas 
3. Neraca    
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Al-Kautsar Desa Kampung Baru 
Sentajo hanya membuat dua laporan keuangan yang terdapat diatas yakni 
Laporan Kegiatan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa kendala selama 
mengerjakan penelitian. Salah satunya yaitu terjadinya pandemi COVID-19 
yang merubah proses tatanam kehidupan masyarakat sehingga perlu 





penerapan protokol kesehatan, yang termasuk juga terhadap proses penelitian 
ini yang awalnya bimbingan secara tatap muka berubah bimbingan secara 
daring, dan serta keterbatasan terkait penelitian mengenai PSAK ETAP dan 
kemampuan peneliti dalam menyelesaiakan skripsi ini  
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo, maka penulis dapat 
mengambil saran sebagai berikut: 
1. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun 
eksternal, maka sebaiknya bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Al-
Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo segera menyesuaikan laporan 
keuangan dengan PSAK ETAP.  
2. Menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari 
Neraca sampai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini agar para 
pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langkah yang harus diambil 
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Hasil Wawancara : 
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK 
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN 
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AL-KAUTSAR DESA 
KAMPUNG BARU SENTAJO PERIODE 2014-2018 
 
Hari/Tanggal   : Senin, 21 September 2020 
Waktu  : Pukul 10.45 - 11.30 WIB 
Tempat : BUMDES Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo 
A. Identitas Narasumber 
Nama : Fitri Yuniar, SE 
Jabatan : Staff Keuangan 
B. Daftar Pertanyaan Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK ETAP 
1. Bagaimanakah pencatatan transaksi keuangan pada BUMDES dan apakah ada 
aplikasi/program komputernya ? 
Jawab: “Pencatatan di BUMDES Al-Kautsar dilakukan secara manual dan 
komputerisasi, dimana untuk aplikasinya yaitu menggunakan aplikasi Excel”  
2. Siapakah yang bertanggungjawab mencatat transaksi keuangan dan apa latar 




Jawab:  “Staff keuangan BUMDES yakni saya sendiri Fitri Yuniar latar 
belakang pendidikan yaitu S1 Manajemen UIN SUSKA RIAU” 
3. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Badan Usaha Milik 
Desa Al-Kautsar ? 
Jawab: “pertama yaitu laporan keuangan dibuat, diperiksa dan disahkan oleh 
staff keuangan di print, kemudian di jilid,kemudian dilaporkan ke kepala unit 
kemudian kepala unit melaporkan ke direktur BUMDES kemudian dilaporkan 
ke kepala desa dan BPD baru kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial 
4. Apakah anda mengenal SAK ETAP ? 
Jawab: “tidak mengenal SAK ETAP” 
5. Apakah terdapat SOP Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar dan 
apakah penerapannya sudah maksimal ? 
Jawab: “iya ada SOP nya, dan saya rasa kurang maksimal karena kurangnya 
pendampingan selama ini dari pihak pemerintah” 
6. Bagaimana bentuk laporan keuangan pada BUMDES ini ? 
Jawab: saya hanya membuat berdasarkan ketentuan yang sudah ada 
sebelumnya yakni Neraca dan Laba Rugi 
7. Kenapa hanya menyajikan laporan Neraca dan Laba Rugi ? 
Jawab: Karena dari awal memang hanya menggunakan 2 laporan itu saja 
8. Bagaimana pemahaman anda mengenai standar keuangan yang digunakan 




Jawab: ““laporan keuangan yang ada sekarang saya cukup paham jika ada 
kendala maka kami biasanya minta pendampingan ke pemerintah atau ke 
BUMDES-BUMDES lain atau saling sharing” 
9. Standar apa yang digunakan oleh BUMDES Al-Kautsar Desa Kampung Baru 
Sentajo dalam penyusunan laporan keuangan ? 
Jawab: “tidak ada standar khusus, standar umum” 
10. Pernakah anda mengikuti pelatihan khusus terkait penyajian laporan keuangan 
terkait BUMDES ? 
Jawab: “pernah, yakni dari dinas Sosial Kab. Kuantan Singingi” 
11. Apa kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan di BUMDES 
Al-Kautsar ? 
Jawab: “kurangnya pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan” 
12. Pada daftar inventaris aset bisa dilihat bahwasanya jumlah harga perolehan 
inventaris kantor berbeda jumlahnya dengan jumlah akun inventaris kantor 
yang terdapat pada neraca, apa tanggapan anda terkait mengenai hal ini ? 
Jawab: “bagian itu sepertinya belum diperbaiki” 
13. Metode apa yang digunakan dalam pencatatan penyusutan aset tetap pada 
BUMDES Al-Kautsar ? 
Jawab: “kami menggunakan metode garis lurus” 
14. Apakah dari daftar aset yang ada dari tahun 2014-2018 ada aset yang 
dilepaskan (dijual) ?  




15. Jika ada apakah dibuat daftar penjualaan dan dimasukkan kedalam jurnal ? 
Jawab: - 
16. Kemudian dari sisi piutang, bagaimana sistem pencatatan piutang di BUMDES 
Al-Kautsar dan berapa persen tingkat pengembalian piutangnya ? 
Jawab: “dibuat di laporan untuk pinjaman keuangan ada kartu angsuran 
masyarakat,untuk unit simpan pinjam sekitar 97-98%   tingkatan 
pengembaliannya hanya sekitar 3% yang tidak kembali” 
17. Apakah ada terdapat piutang yang sulit ditagih, dan jika ada bagaimana 
solusinya ? 
Jawab: “jika ada yang sulit ditagih maka kami monitoring, melakukan 
penagihan ke nasabah, kemudian diatas tiga bulan maka kami kirimkan surat 
teguran 1, kemudian nanti surat teguran ke-2 lalu ke-3 nanti baru dilakukan 
panggilan dilakukan pemeriksaan bagaimana kondisi masyarakatnya jika 
tidak maka dilakukan pengampunan (dianggap lunas)” 
18. Apakah BUMDES Al-Kautsar ada membuat penyisihan piutang tak tertagih ? 
Jawab: “kosong, karena kami tidak membuat perkiraan akun penyisihan 
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